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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh 

penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia dalam 

menerapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan 

Pengungsi Luar Negeri dalam bidang pendanaan sudah menempuh berbagai 

macam upaya untuk memenuhi dan juga melindungi hak-hak pengungsi luar 

negeri. Pendanaan pada Perpres No. 125 Tahun 2016 yang dimaksud adalah 

pendanaan dalam rangka untuk memenuhi fasilitas bagi pengungsi luar negeri 

di Indonesia. Upaya tersebut adalah pemenuhan fasilitas kebutuhan dasar bagi 

pengungsi di tempat penampungan sesuai dengan Pasal 26 Perpres No. 125 

Tahun 2016 meliputi, tempat penampungan untuk tempat tinggal sementara 

bagi pengungsi luar negeri, penyediaan air bersih, pemenuhan kebutuhan 

makan, minum, dan pakaian, pelayanan kesehatan dan kebersihan dan 

fasilitas ibadah. Upaya lain yang diberikan Pemerintah Indonesia adalah 

pemberian akses pelayan terkait COVID-19 bagi pengungsi yang terdaftar. 

Pemerintah dalam menjalankan perannya untuk memenuhi dan 

melindungi hak pengungsi tentu terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut 

yakni keterbatasan anggaran seiring meningkatnya populasi pengungsi luar 

negeri yang datang ke Indonesia. Karena pada dasarnya anggaran yang sudah 
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ditetapkan oleh Pemerintah ternyata tidak bisa menaungi semua urusan dan 

kebutuhan untuk mengurus Pengungsi luar negeri di Indonesia. Keterbatasan 

pendaanaan tersebut menyebabkan kurang efektifnya penanganan pengungsi, 

sehingga masih banyak pengungsi luar negeri di Indonesia yang terdampar 

dan tidak terpenuhi hak-hak mereka.  

B. Saran  

Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah 

Indonesia dalam pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi di Indonesia 

dalam bidang pendanaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor. 125 

Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, maka penulis 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dibentuknya peraturan yang berdiri sendiri mengenai pendanaan yang 

digunakan untuk mengatur pengungsi luar negeri di Indonesia 

2. Membatasi kedatangan pengungsi luar negeri dengan cara diperketatnya 

sistem keamanan perbatasan laut sehingga tidak ada pengungsi luar 

negeri yang dengan seenaknya masuk di wilayah Indonesia. 

3. Memberikan pelatihan dasar dan memperdayakan pengungsi demi 

menciptakan kesempatan bekerja agar mendapatkan penghasilan bagi 

mereka, sehingga tidak ada pengungsi yang terlantar. 

4. Peningkatan koordinasi dan penegasan pembagian kewenangan antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Internasional. 
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